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. bahwa dalam tangka pelaksanann keteniuan Pasal 8 ayat (2)

Peraturan Menteri Agama  Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penvelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberlkan belo
operasional terhadap Madrasah Swastn di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinal Jawa Teogah)

. Bahwa dalam mnogks meningkatkan akses pendidikan madrasah

vang bermuty, perlu memberikan kesempatan masvarakat melalul
organigasl berbadan hulum untubk menvelenggaralcean madrasah
sesual dengan standar nasional pendidikan;

bahwa Madrasah yang lercantum dalam Lampiran Kepulusan ol
telah memenuhl persyaratan administratf, tebnls, dan kelayaban
vang telah ditetapkan;

. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud dalam

hural & b dan o di ates, perlu menetaplkan Keputusan Kepala
Eantor Wilayah KEementeran Agama Provinsl Jawa Tengah tentang
Femberlan [zln Operasional Pendirdan Madrasah Aliyah Ameaneh

Patitraja Kabupaten Banyumas,

v Undang-Undang MNomer 20 Tehun 2003 teptang  Sistom

Pendidikan Nasional [Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor T8, Tambahan Lembaran Negata Republik Indonesia
Momar 4301);

» Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20405 tentang Gurg dan Dosen

[Lembaran Mepgara Republik Indonesia Tahoun 2005 Momor 157,
Toambahan Lembaran Negera BEepublik Indonesia Nomor #586(;

, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2068 tentang Standar

Masional Pendidikan [Lembaran Megars Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia
Momaor «A494) sebagaimana telah dinbabh dengan  Peraturan
Pemerintah Notnor 13 Tahun 2015 tentang Perubabian Kedua Atas
Feraturan PFemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stander
Maosional Pendidikan [Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tabhiino
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Megara Republik indonesia
Mamor S670);

4. Perataran. .
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Peraturan Pemerintah Momor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar [Lembaran MNegars Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4863},

Peratutan Pemerintabh Momor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan {Lembarsn Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Momor 91, Tambahan Lembaran MNegara Republik [ndonesia
MNomor 4864,

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 494.1);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tshun 2010 Momor 23, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesin Momor 5150 scbageimana telah diubah

dengen Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintsh Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenpgarasn Pendidikan (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Hepublik Indonesia Momor 5157

; Peraturan Menteri Pendidikan MNasional Nomor 24 Tehun 2007

Standar Sarann dan Prasarana Uniuk Selolah Dagarf Madrasah
Ibtddalyah, Sekolah Menengah PertamafMadrasah Tsanawiyah,
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

. Peraturan Menteri Pendidikan Masional Nomor 15 Tahun 2010

tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan i
Kabupaten /Kote sebagrimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Momor 23 Tahun 2013
tentang Perubahen ates Peraturan Menteri Pendidilkkan MNasional
Momor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Jdi Kabupaten /Kota,

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Selkolah
(Berita MWegara Republik Indonesis Tahun 2012 Nomor 206)
sebagalmans telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Ataa Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Penpganwas Pendidikan Agama lslam pada Sekolah [Berita Negara
Republil Indonesla Tahun 2013 NMomor 684);

Peratiiran  Menteri Agama Nomor 13 Tabun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja [nstansi Vertikal Kementerian Agama
[Berita Wegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Megara Republik
Indonesia Tahun 2013 Momor 1382) scbagrimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomaor 66 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor
93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraen Pendidiken Madrasah
(Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101}
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MEMUTUSKAN :

EEPUTUBAN EKEPALA EKANTOR WILAYAH EEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG FEMBERIAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
AMANAH PATIERAJA EABUPATEN BANYUMAS.

Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah kepada
Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran vang
merupaken bagian tddak terpisahkan dard Keputusan ind,

Setelah jangka wakiu 4 tahun, Kepala Madrasah vang
bersanghkulan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepadsa
Kepala Kantor Kementerian Agama vang memust paling
sediklt perkembangan jumlah peseria didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarans
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
sekolah/madrasah kepada BAP-5/M sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA hurufl a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan  dan/atan
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huraf
b mendapat peringkat minimal ©, maka Izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlakm,

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinildai memenuh stander
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA hurul
b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

Eeputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 Juni 2017
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IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN [ZIN OPERASIONAL

Mama Madrasah MA, AMANAH PATIKERAJA
2 |MNomor Statistik Madrasah 131233020019
3 |Alamat Madrasah jln bahagia

Desa /| Kelurahan Kedungwringin
Kecamatan Patikraja

Kabupaien Banvumas
Provinsl Jawa Tengah

Nama Organizasi Penvelenggara

YAYASAN ARROCHMAT

Akte Notaris Organisasi
Penyelenggara

Na. 21 Ronie Budiyanto U,5.H. M.Kn
Tanggal & Dezember 2016

& |Penpesahan Akte Notaris
Organisasi Penyvelenggara

AHU-0045491. AH.01.04.Tahun 2016

Tanggal 8 Desember 2016
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